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Abstrak.
Hakbekerjabagipengungsiseringkalimenjadihakyangtidakterpenuhihalinidikarenakan

dilatarbelakangibanyakfactor.Pemenuhanhakbekerjabagipengungsiadalahhalyangdiamanatkan

dantelahdiaturdalam pasal17Konvensi1951tentangstatuspengungsisehinggahakiniperlu

diberikan,namundalam halpemenuhannyahakbekerjaseringkalidiabaikanbanyakpengungsiyang

tidakdiperbolehkanbahwaterlibatdalam kegiatanyangberpenghasilanbaikitudalam berbisnis,

ataupunbekerja.sebagainegarayangtidakikutmeratifikasiKonvensi1951tentangpenentuanstatus

pengungsiindonesiasecarategasmelarangseorangpencarisuakaataupengungsiuntukbekerja

atauterlibatdalam suatukegiatanyangberpenghasilanlewatperaturanDirjenimigrasiNomorIMI-

1489.UM.08.05tahun2010tentangpenangananimigranilegal.Sehinggapengungsiyangberadadi

indonesiatidakbisamendapatkanpenghasilan.Makadiperlukansuatumekanismehukum untuk

memberikanperlindunganterhadappengungsidanpencarisuakayangberadadiIndonesiasehingga

merekabisamendapatkanhaknyasebagaimanusia.Penelitianinimerupakanpenelitianyuridis

normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan

konseptualsertamenganalisissuatuperaturanperundangundangan.

KataKunci:hakbekerja,pencarisuaka,pengungsiluarnegeri. 

I. PENDAHULUAN
Manusiaseringmelakukanperpindahanataumigrasidarisuatutempatke

tempatlainnyayangdilakukansejakzamandahulu.Perpindahandarisuatunegara
ke negara lainnya yang bukan merupakan negara ke tempat ia memiliki
kewarganegaraan ini disebut imigrasi. Sedangkan orang yang melakukan
perpindahandisebutdenganimigran.ImigrasibisadilakukanbaikdengancaraLegal
danIlegal(Rahayuandothers2020).Adabeberapafaktoryangmempengaruhi
perpindahanseseorangtersebutdilatarbelakangiuntukmendapatkankehidupan
yanglebihbaik

Adakalanyaimigrasidilakukandengankesadarandankemauannyasendiri

danjugaimigrasibisadilakukankarenaadanyaketerpaksaan,yaituSeseorangtakut

akan penganiayaan dan kemungkinan pembunuhan jika dia tetap dinegaranya,

sehinggadiaterpaksapergi..Halinibisadisebabkanolehadanyakonflikyangadadi

negaranyatersebut,baikkonflikperang,ataukebencianyangberbasisras,agama,

sukudangolongantertentusehinggamembuatseorangharusmelakukanimigrasi.

Merekainiterpaksameninggalkannegaranyaumumnyadisebutsebagaipengungsi

(AlunazaandJuani2017).

Persoalan pengungsimenjadipersoalan yang Klasik yang munculdalam
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peradabanmanusiakarenaketakutanakanbahayayangmengancam keselamatan

mereka..Ancaman inibisa timbulkarena bencana alam atau karena perbuatan

manusia.Beberapanegaradikawasantertentu,sepertiAfrika,AmerikaLatin,atau

Asia Tenggara,sangatrentan terhadap kerentanan sosial,ekonomi,dan politik.

sehinggainimemicuperpindahanmanusiadalam skalayangbesar(Fakhri2004).

Indonesiasebagainegaranyayangmemilikiposisiyangsangatstrategissehingga

kerapkaliindonesiadidatangiolehparapencarisuakadariberbagainegara,terutama

dariAfganistanDansekitarnya,secaraletakgeografisposisiIndonesiamemanglah

sangatstrategis untukdijadikan negara transitkarena Halinikarena Indonesia

memilikipelabuhanlautdandikelilingiolehnegaralainterutamaKalimantanBarat

danSabah,Malaysia,Australiadiselatan,danjugaditimurdenganTimorLeste.Ada

79gerbangperbatasandiIndonesiadiluarjalurimigrasibiasa.Jalurbaratmelalui

Medan,Jambi,Batam danLampungsangatterkenal.SulawesiTenggaramerupakan

daerahyangmenyimpanberbagaimacam aroma.Salahsatuyangpalingmencolok

adalaharomarempah-rempah.(NotoPrayitno2013).

BerdasarkandatayangdihimpunolehUNHCRperApril2021adasekitar13,

459 pengungsiyang terdaftardikantorUNHCR,dan 27% daritota orang yang

terdaftardiUNHCRIndonesiaadalahanak-anak,dandarisekianbanyakpengungsi

yangterdaftardiUNHCRtersebutada114anak-anakyangtermasukdidalamnya,

yangdatangdengansendirikeIndonesiadenganlabelpengungsidanadajugayang

terpisahdarikeluarganya.KebanyakanpengungsidiIndonesia datangdarinegara

Afganistan(57%),Somalia(10%)danIraq(5%)(‘PressReleaseUNHCR’[n.d.]).Halini

bisa disimpulkan bahwa mereka meninggalkan negaranya untuk mencari

perlindunganyangamandaritempattinggalmerekayangsedangmengalamikonflik

internalyangtidakbisadiselesaikan. 

Berdasarkan penjelasan dariUNHCR yang mengatakan bahwa negara

indonesiaadalahnegarayangseringsekalidijadikannegaratransitbagipengungsi

danpencarisuakayangbertujuanuntukmengungsikeAustralia.halinidikarenakan

posisinegaraIndonesiayangsangatstrategisuntukdijadikantempatberistirahat.hal

inijugadipengaruhiolehdayatempuhyangharusdilaluiolehseorangpengungsidan

pencarisuaka untuk bisa mencapaitempattujuan mereka,sehingga memaksa

merekauntuktransitdiIndonesia,meskipunsecarahukum internasionalIndonesia

tidakbisadimintaipertanggungjawabankarenahanyanegaratransitbukanegara

yang berpartisipasidalam meratifikasiKonvensiPengungsi1951 dan Protokol

Pengungsi1967.,tetapindonesiasebagainegarayangmenjunjungtinggihakasasi

manusiamemilikikewajibanuntukmemenuhiaksesterhadaphakasasimanusia

(Kusumo2012).

PermasalahanPengungsibukanlahmasalahyangpertamaataumasalahyang

baru yang dikenaldidunia ini,sejak adanya perang dunia dan konflik serta

diskriminasiterhadapras,sukudangolonganistilahpengungsidanpencarisuakaini

seringkalidigunakan,halinidikarenakanbanyakorangyangharusmeninggalkan

rumah dan tanah kelahirannya karena mereka merasa tidak nyaman bahwa

kehidupannya terancam baik dikarenakan adanya perang atau karena adanya

diskriminasisehinggamemaksaseorangtersebutuntukmeninggalkannegaranya



untukmencarisuatuperlindungan

PerlindunganterhadappengungsisebenarnyaadaPrinsipnon-refoulement

melarangpengungsidikirim kembalikenegaradimanamerekadapatdianiaya..Pada

prinsipinipengungsidiberikanruanguntuktinggaldisuatunegarapihakdalam

jangkawaktuyangtidakpastiKonvensi1951tentangpengungsisebenarnyasudah

memberikanperlindunganterhadappengungsi,adanyaprinsipnon-refoulementini

memberikanruangterhadappengungsidanpencarisuakauntukbisatinggaldisuatu

negara orang lain tanpa harus takutuntuk dipulangkan ke negaranya sendiri.

meskipunkehidupanyangakandihadapiolehpengungsidinegaratersebutpenuh

denganketidakpastian,pengungsiharussiapdenganketidakpastiantersebutmulai

darijangkawaktuyangtidakketahuisertastatusdariseorangpengungsiitusendiri.

sehinggamerekaharusberjuangsendiriuntukbisamenentukanmasadepannya.

terhadap pengungsiyang berjuang melawan ketidakpastian seharusnya negara

penerima pengungsiatau negara yang menampung pengungsibaik itu sifatnya

sementaraataupunpermanenbisamemberikanaksespekerjaanterhadapmereka

meskipunitusifatnyaterbatashalinidikarenakanhakbekerjaitumerupakansatu-

satunyahalbisadilakukanolehseseoranguntukbisabertahanhiduptanpaharus

bergantungterhadapbantuandarioranglain.mengingatbanyakdaripengungsiini

yangmengungsidenganmembawakeluargamerekamulaidarianakdanistrinya,tak

jarangpuladalam perjalananuntukmengungsimerekatelahmenghabiskanbiayadan

bahkanadayangmeninggalkansebagianhartadarimereka(sompie2017).

Setiaporangberhakuntukmendapatkanperlindungantermasukmerekapara

pengungsidan pencarisuaka dalam DeklarasiPBB dalam pasal14 ayat(1)

dinyatakanbahwasetiaporangmemilikihakuntukbisamendapatkanperlindungan

dansuakadinegara-negaralainberkatadanyaakibattekanan)dinegaratempatdia

tinggal.dalam DeklarasiPBB tersebutdenganduaistilahPersecutionyangkalau

diterjemahkankedalam bahasaindonesiaadalahpenyiksaandanpenganiayaan.

adanyadeklarasiPBBmembuatseorangbisamendapatkanperlindungandarinegara

lain(AlunazaandJuani2017).

IndonesiabukanpenandatanganKonvensiPengungsi1951,artinyaIndonesia

tidakmemilikikebijakanatauprosedurkhususuntukpengungsi.Hinggasaatini,

Indonesiabelum memilikikerangkahukum yangjelasuntukmenanganikeberadaan

parapengungsi.Padahal,Indonesiabelum meratifikasiKonvensiPengungsi1951.

Indonesia hanya memilikiUU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,sehingga

undang-undanginidijadikansebagaidasarutamadalam menanganipengungsidan

pencarisuakadiIndonesia,meskipunundang-undanginitidakmembeda-bedakan

pengungsi.danimigrasiilegal.DirjenImigrasimengeluarkanperaturanbarusebagai

penggantiperaturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen ImigrasiNomorIMI-

1489.UM.08.05Tahun2010penggantiPeraturanNomor0352.GR.02.07Tahun2016

tentang penanganan Imigran Ilegal,aturan inimemberikan kelonggaran bagi

pengungsidanpencarisuakayangtelahmendapatkansuratresmidariUNHCRtidak

lagidiberikansanksiimigrasidanpadanyatidakadahukum atauaturanapapunyang

dilanggar,namundalam aturaninijelasadapelaranganterhadappengungsiuntuk

mengakses pekerjaan atau suatu kegiatan yang berpenghasilan diIndonesia,



tampaknyahalinitidakselarasdengankeberadaanKonvensi1951tentangpenentuan

statuspengungsi,danjugabertentangandenganPasal17KonvensitentangStatus

Pengungsi,yang mengaturbahwa pengungsiharus diizinkan bekerja dinegara

asalnya,asalkanpengungsiitumemenuhisalahsatudaritigasyaratyangditetapkan

dalam Pasalitu..Tentunyahalinisangatbertentangandenganhak-hakyangharus

didapatkanpengungsisebagaimanusiasebagaimanadiaturdalam pasal6Konvensi

InternasionalHak-hakEkonomi,sosialdanBudaya.Pengungsiituharusdilindungi

olehhukum internasionaldanmerupakantanggungjawabbersamapemerintah,dan

tidakbolehdijadikanbebanyangdiabaikanolehdunia. 

II.MetodePenelitian

Metodepenelitianyangdigunakandalam penulisanskripsiiniadalahyuridisnormatif

yaitupenelitianhukum untukmencaridanmenemukanaturanhukum,prinsiphukum,

dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer,

sekunderdantersier,sepertinorma-normahukum,aturan-aturanhukum,danasas

hukum yangkemudiandianalisis.Untukmemberikanpreskripsiterhadaprumusan

masalahyangberkaitandenganpenelitianini(Marzuki2017).

PEMBAHASAN

1.PerlindunganHukum bagipengungsiyangbekerjadiIndonesiaberdasarkanhukum

internasional.

A.BerdasarkanKonvensi1951danProtokol1967mengenaistatusPengungsi.

Hakatasperlindunganatausuakaatastanahdijelaskanpadaalineapertama.untuk

perlindungan/suakadinegaralain(karenatekanandinegaralain)dinegaranyasendiri.Kata

persekusidalam bahasaIndonesiajugadapatberarti"penyiksaan"dan"penyiksaan".Namun,

tidaksemuaorangmencarisuakakarenapernahmengalamikekerasanfisik(Kusumo2012).

Hakbekerjamerupakansalahsatuhakyangterdapatdalam KonvensiStatusPengungsi

1951 tepatnya dalam pasal17,Komite Penyelenggara Konvensimenyadarisituasi

pengungsidanharusmemasukkanhakini.Konvensiinimelindungihakuntukbekerjabagi

pengungsidanpengungsi.Inimelindungikemampuanmerekauntukmencaripekerjaandan

menghidupidirimerekasendirisementaramerekamenungguuntukditerimadisuatunegara

atauuntukdimukimkankembaliatauPencarisuakaagarbisahidupmandiri,danagartidak

menggantungkandirinyaterhadapbantuandarinegaradanjugabantuandaribeberapa

organisasiinternasional. 

Dalam bukuyangditulisolehJamesC.Hathawaymenjelaskanbawahhalhalyang

bisadiakomodirolehpasal18yaituadalahparapengungsiataupencarisuakayangelah

memilikiizintinggaldisuatuwilayahdantelahdiakuibawahdiaadalahseorangpengungsi

sehinggadiasebagaipengungsidiberikankebebasanuntukmendirikansuatuusaha.yang

keduapagimerekaparapencarisuakayangsedangmelakukanpermohonanpengakuan

untukmendapatkanlegalitasnyasebagaipengungsidanyangketigaadalahbagimereka

parapencarisuakayanggagaluntukmendapatkanlegalitasnyasebagaipengungsidisuatu

negarakarenaketentuannegaratersebutsehinggahaltersebutmemakanwaktuyang

begitulama.(Hathway2005).



Hukum internasionalmengakuihakasasimanusia,termasukhakuntukbekerja.Hak

inipentingdalam melindungikorbanhakasasimanusia.Initelahmemberiseseorangstatus

subjekhukum internasionalyangindependendalam sistem hukum internasional.dibawah

hukum hakasasimanusiainternasionalIndividudapatlangsungmempertahankanhaknya

ketika martabat manusia diinjak-injak.Dan umat manusia harus mengakuibahwa

penghormatandanpenghormatanterhadaphakasasimanusiadiabadikandalam Piagam

PerserikatanBangsa-Bangsa.yangmerupakandeklarasihakasasimanusiayangbenar

(Danandothers[n.d.]).

Hak untuk bekerja juga diakuidan dilindungioleh instrumen HAM regional.

Selanjutnya,Pasal15(1)Piagam Hak-hakDasarUniEropamenyatakanbahwasetiaporang

berhakataspekerjaandankebebasanmemilih.Ayat(3)jugamemuatketentuanyang

mengaturbahwawarganegaradarinegaralaindapatbekerjadiwilayahNegarapihakpada

PersetujuandanberhakataskondisikerjayangsamadenganwarganegaradariNegara

pihakpadaPersetujuan.Artinya,ayattersebuttidakmenyebutkanstatusseseorangtertentu.

Hanyawarganegaradarinegaralainyangdisebutkan,yangjugaberlakuuntukpengungsi

dalam artilain.

Konvensi1951TentangStatusPengungsi,pasal.17terkaitdenganpekerjaanyang

menghasilkanupah,meskipundalam ayat(2)adapersyaratanyaitubagipengungsiyang

inginmendapatkanpekerjaanyaitu(a).iatelahbertempattinggalselamatigatahundi

NegaraPihaktersebut.(b)iamempunyaisuamiatauistriyangmemilikikewarganegaraan

tempattinggalnya,seorangpengungsitidakbolehmemohonkeuntungan-keuntungandari

ketentuaninijikaiatelahmeninggalkanistriatausuaminya.(b).iamempunyaiseoranganak

ataulebihyangmemilikikewarganegaraandarinegaratempattinggalnya.Artinyaadalah

bahwaketentuaninimenjaminseorangpengungsiuntukmendapatkanhak-haknya,bahkan

dalam pasal18Konvensiinidiamatkanbahwanegarapihakpenerimapengungsidiwajibkan

memberikanperlakuanyangsamasepertiorangasingyangtinggaldinegaratersebut

secarasah,negarapihakpenerimapengungsijugaharusmemberikankebebasanterhadap

pengungsidalam menjalankanusahanyabaikdalam sektorindustri,pertanian,kerajinandan

perdaganganataumendirikanperusahandagangdanindustri.Dalam pasal19Konvensiini

jugamemberikanhakkepadapengungsiataupencarisuakauntukbebasmemilihprofesinya

ataubagipengungsiyangmempunyaiijazahyangdiakuidariinstansi-instansidaritempat

negaraasalnyauntukbisamelanjutkanprofesinyasesuaidenganbidangnya. 

Dalam pasal24Konvensi1951tentangpenentuanpengungsiinijugadiaturterkait

dengan pemberian tunjangan jaminan sosial,serta upah yang layak dan jaminan

ketenagakerjaanbagipengungsi,dalam pasalinikesejahteraansosialseorangpengungsi

benarbenardihargaidan dihormatisebagaisosokinsan manusia,sehingga perumus

konvensi telah mempertimbangkan hak-hak yang berkaitan dengan pekerjaan ini.

Pandanganbahwapengungsihanyadapatdipekerjakandalam pekerjaanbergajirendah

tersebarluas dimasyarakatkita,terlepas darikualifikasiyang sebenarnya dimiliki

pengungsi.. 

Konvensiinididukungolehperjanjiandanperjanjianhukum internasionallainnya

yangterkaitdenganhakasasimanusia.Salahsatunyadalam DeklarasiCartagenatentang

Pengungsi.DeklarasiinimerupakanhasildariKolokium InternasionaltentangPerlindungan



Pengungsidan PengungsidiAmerika Tengah,Meksiko dan Panama.Deklarasiini

merupakan produk regionaluntuk membahas pengungsi.Deklarasiinimendukung hak

pengungsiuntuk bekerja dan mengakuikebutuhan untuk memperkuatprogram untuk

melindungidan membantu pengungsi,khususnya dibidang-bidang sepertikesehatan,

pendidikan,tenagakerjadankeselamatan.(“untukmemperkuatprogram perlindungandan

bantuankepadapengungsi,khususnyadibidangkesehatan,pendidikan,tenagakerjadan

keselamatan)”.Dapatdilihatbahwadaribunyipasaldiatas,Pernyataaninitermasukkata

"tenagakerja",yangmenegaskanbahwaiamengakuihakuntukbekerjadanperluuntuk

melaksanakanprogram bantuanuntukmelindungihakini.

B.Perlindungan hukum Berdasarkan kovenan InternasionalHak Ekonomi,Sosialdan

Budaya.

Hakuntukbekerjadiakuidalam instrumenhakasasimanusiaregionalsertadiakui

dandilindungi.Halinitermaktubdalam pasal6yangmenyatakanbahwaSemuanegara

pihakdalam perjanjianinimengakuihakataspekerjaan,yangmencakuphaksetiaporang

ataskesempatanuntukmenerimanaskahdenganmelakukanpekerjaanyangdipilihatau

diterimasecarabebasdanmengambiltindakanyangtepat.yangdilindungiolehundang-

undangini”artinyaadalahbahwapemberianhakbekerjatelahdijaminolehKonvensitentang

Hakekonomisocialdanbudaya,yangmanasetiaporangmemilikikesempatanyangsama

untukbisamempertahankankehidupannya(Kadaruddin2013). 

JikamengadopsidariKonvensiinimakanegaramemilikikewajibanuntukmemenuhi

hakbekerjainibagisetiaporangadadidalam wilayahnyatermasukituadalahseorang

pengungsi.Karenasetiap hakbekerjadiakuiolehhakasasimanusia,dalam pasal6

konvensiinidalam ayat(2)menjelaskankewajibannegara-negarapihakuntukmengambil

langkah-langkah untuk melindungihak atas pekerjaan termasuk melakukan berbagai

program untuk melatih pekerja dan membuatkebijakan dan peraturan yang dapat

mendukungketenagakerjaan.Iniakanmembantumencapaistabilitasekonomi,yangpada

gilirannyaakanmelindungihakasasimanusia.

Untukmencapaistabilitaskeuangan,berbagaiprogram dan peraturan pelatihan

dilaksanakandandiukur,sertaprinsipdanperaturanyangmendukunghakataspekerjaan.

SetelahPerangDuniaII,duniamenyadariefekdariPerangDuniaIIdankekejamanyang

dilakukanolehAdolfHitler,menciptakankeinginanyangsahuntukmelindungihakasasi

manusia..Istilahtersebutmasihmenjadisalahsatualatyangpalingbanyakdigunakan

terhadapberbagaibentukpelanggaranhakasasimanusia. 

Hinggasampaisaatini,masihadanegarayangtidakmeratifikasiKonvensitersebut

padatahun1951,danadajuganegarayangmemilikipembatasanterhadapundang-undang

perburuhanyangterdapatdalam Konvensitersebut.Secaraumum,banyaknegaramasih

khawatirbahwaratifikasiPerjanjianSuaka1951danmasuknyapengungsiuntukbekerja

akanmenarikdanmenariklebihbanyakwarganegara..halinijugaterjaditerhadapNegara

IndonesiayangmenganggapbahwadenganmeratifikasiKonvensi1951inimakaakan

pengungsiakanmengambilalihpekerjaanpekerjaanyangadadiIndonesia.Namun,tidak

ada buktibahwa pengungsimencariperlindungan dinegara tempatmereka diizinkan

bekerja. 



C.PerlindunganPengungsiYangBekerjaDiIndonesiaBerdasarkanHukum Indonesia.

IndonesiasaatinitidakterdaftarolehKonvensiPengungsi1951maupunProtokol

Pengungsi1967 namun Indonesia tetap mengakuiasas non-refoulementSepertiyang

disebutkandalam pasal33Konvensipengungsi1951danpasal2ayat(2)PeraturanDitjen

ImigrasiNomorIMI-148.UM.08.05tentangpenanganImigranIlegal.Pemberiansuakadapat

diberikanolehpresidenasalkanpenerimasuakaataupengungsitersebutmemilikisurat

rekomendasi(AttestaionLetter)sebagaipencarisuaka.Suratrekomendasitersebuthanya

bisadiberikanolehUNHCRsebagailembagayangberwenangdiIndonesiauntukpenentuan

status pengungsi.sehingga pemerintah Indonesia tidak memilikikewenangan untuk

penentuan status pengungsitersebut.pencarisuaka yang belum menerima surat

rekomendasidariUNHCR tetap akan ditempatkan detensi,sedangkan mereka yang

teridentifikasibukansebagaipencarisuakadanpengungsimakaorangtersebutakandi

deportasidarinegaraIndonesian(Internasional[n.d.]). 

Setelahseseorangpengungsidanpencarisuakamendapatkanlegalitasnyasebagai

pengungsibukanberartimasalahyangmenimpamerekatelahselesai,melainkanstatus

terkaitdenganpencarisuakatersebutadalahuntukmelindungiseorangpengungsiatau

pencarisuaka tersebutuntuk tidak dideportasidarinegara tempatmereka mencari

perlinudngan.Namunbeberapapermasalahanyangmunculyaitubagimerekaparapencari

suakayangtidakmemilikidokumenperjalan,permasalahanyangkeduakarenaIndonesia

bukan negara yang ikutmeratifikasiKonvensiPengungsi1951 maka pengungsiperlu

diteruskankepadanegarapihakketigatempattujuanpengungsi,mengembalikanpengungsi,

ataumemberikanizintinggalpermanenkepadapengungsiuntuktinggaldiIndonesia,dan

jugaadanyakemungkinannaturalisasikewarganegaraanmenjadiwarganegaraIndonesia. 

Adabeberapaperaturanperaturanyangmengaturterkaitpengungsidanpencari

suakadiIndonesiayaitu:

1.SuratEdaranPerdanaMenteriNo:11/RI/1956tentangPerlindunganPelarianPolitik.

Dalam Surat Edaran perdana menteritersebut tepatnya dalam pasal1

menyebutkan bahwa “kepada pelarian politik,yang masuk dan yang ada wilayah

Indonesiaakandiberikanperlindunganberdasarkanhakdankebebasanasasimanusia,

sesuaidenganhukum kebiasaninternasional”.Berdasarkansuratedarantersebutmaka

seorangpelarianpolitikyangdatangkedatangkeIndonesiauntukmencarisuakaatau

perlindungankepadanegaraindonesiamakadapatdiberikansepanjangpengungsiatau

pencarisuakatersebuttidakmelakukantindakpidanamaupunpercobaantindakpidana

(Pogging).Dengan artian suratedaran inimemberikan sinyalbahwa pemerintah

Indonesiamenerimadanakanmemberikanperlindungankepadapencarisuakaatau

pengungsiyangmencariperlindungankeindonesiadenganmemperhatikanhak-hak

asasimanusia. 

Meskipundalam suratedarantersebutpemberianperlindunganditujukankepada

merekayangmelakukantindakpidanapolitik.yangmanatindakpidanapolitikadalah

tindakpidanayangdilakukankarenaalasantujuanpolitikatubagimerekayangjuga

melakukanpercobaan(poging)danataupembantuanterhadaptindakpidanapolitik, 

bentukperlindunganyangdiberikanolehpemerintanbisabermacam-macam termasuk

untukmemberikanruangbagiyangmencariperlindungantersebutuntukmelakukan



usahaataupunberkecimpungdalam suatukegiatanyangberpenghasilan.Perlindungan

inidapatdiberikanasaltidakbertentangandengandasarataukepentinganrepublic

Indonesia.

2. KetetapanMajelisPermusyawaratanRakyatNomorXVII/MPR/1998tentangHak

AsasiManusia.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia menugaskankepadaInstansi-instansipemerintahandanseluruhaparatur

pemerintahuntukmenghormati,menegakkan,danmenyebarluaskanpemahaman

mengenai hakasasimanusia kepadaseluruhmasyarakatsertasegerameratifikasi

berbagaiinstrumenPerserikatan Bangsa-Bangsa.Haliniterlihatdalam pasal1,Tap

MPR inijuga menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan

Perwakilan rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasiberbagaiinstrumen

PerserikatanBangsa-BangsatentangHakAsasiManusia.

Dalam KetetapanMPRtersebutjugadiaturterkaitdenganhakuntukmemilih

pekerjaandanhakuntukmendapatkankesejahteraan,sertajaminansosial,karena

halinimerupakanbagiandariHakEkonomidanSosialBudaya,disininegaraharus

aktifdalam pemenuhanHakEKONOMI,SOSIAL,danbudaya(EKOSOB)jikanegara

tidakaktifmakanegaradianggapmelanggarHAM,.Dalam beberapaperjanjianPBB

memberikan jaminan hak ekonomi,sosialdan budaya bagikelompok tertentu.

Contohnya, banyak perjanjian yang disepakati melalui International Labour

Organisation(ILO)yangditujukanpadaparapekerjadanmajikan.PerjanjianPBBlain

yangberisiterkaitdenganhakEkonomi,SosialdanBudaya,misalnyaCEDAW,CRC

danCERD.

Dibawahberbagaiperjanjianhakasasi,pemerintahmemilikitanggungjawab

akhiruntuk menjamin agarmasyarakatmemilikikesempatan untuk menikmati

keuntungandarihak-hakekonomi,sosialdanbudayatersebut.untukitupemerintah

harus memainkan peran positifsekalipun pemerintah tidak menjadipenyedia

langsungbagiyangdibutuhkanhakasasitersebut.jikaberbicarahakpekerjaan

mungkin kita memperhatikan bahwa,meskipun sebagian hak-hak ekonomidan

sosial membutuhkan ketenagakerjaan, namun sebagian besar orang tidak

dipekerjakanolehpemerintah.Namun,pemerintahdapatmemberlakukanhukum dan

seringkalimenyediakanpengawasuntukmenjaminkeamanandankondisiyangadil

bagiparapekerja.Namunpemerintahseharusnyatidakbolehjugamengalamisetiap

oranguntukmendapatkanpekerjaankarenadenganbekerjasetiaporangbisamen

sejahterakan hidupnya bisa mengebangkan diri dan juga bisa menghidupi

keluarganya.HakterhadappekerjaaninibagipemerintahIndonesiaseharusnyatidak

hanya diberikan kepada warga Indonesia saja tetapiseharusnya diberikan juga

terhadapmerekayangmencariperlindunganterhadapnegaraIndonesiatermasuk

para pencarisuaka dan pengungsiyang sangatmembutuhkan perlindungan.

Pembukaanaksespekerjaanterhadappengungsiinijugabisamembuatmerekabisa

mengembakandirinyadantidakhanyabergantungpadapemberianbantuansocial

saja



3. Undang-undangNomor37Tahun1999TentangHubunganLuarNegeri.

Sebagaisubjek hukum Internasionaltentunya Indonesia memilikiaturan

hukum yangmenjadilandasanterkaitdenganpelaksanaanhubunganinternasional,

tetapiUndangUndangNomor37tahun1999TentangHubunganLuarNegeritidak

hanya mengaturterkaitdengan hubungan Internasionaltetapijuga mengatur

masalahmasalahinternasionaltermasukmasalahpengungsi.Dalam pasal27UU37

Tahun1999dinyatakanbahwaPresidenmenetapkankebijakanmasalahpengungsi

dariluarnegeridenganmemperhatikanpertimbanganmenteridanpokok-pokok

kebijakantersebutakandiaturKeputusanPresiden.SelanjutnyapenafsiranPasal

27(1)menyatakanbahwamasalahyangdihadapipengungsipadadasarnyabersifat

kemanusiaan dan oleh karena itu sedapat mungkin diusahakan agar tidak

menggangguhubunganbaikantaraIndonesiadengannegaraasalpengungsi.dalam

penjelasantersebutjugadikatakanagarIndonesiabekerjasamadenganbadanyang

berwenangdalam upayapenyelesaianmasalahpengungsi. 

4. Undang-undangNomor39tahun1999tentangHakAsasiManusia.

HakAsasimanusia(HAM)sebagaigagasansertakarangkakonseptualtidak

lahirsecaratiba-tibatetapimelaluiprosesyangpanjangdalam sejarahperadaban

manusiatidaksepertiyangdibayangkandalam UniversalDeclarationofHumanRight

pada 10 Desember1948.Perkembangan Hak AsasiManusia dimulaiketika

penandatanganan Magna Charta (1215). Oleh Raja John Lacklaand. Serta

penandatangan Petition ofRightpada tahun 1628 oleh Raja Charles I.Dalam

hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat

hubungannyadenganperkembangandemokrasi.

MenurutUndang-UndangNomor39Tahun1999,hakasasimanusiaadalah

serangkaian hak yang melekatpada hakikatdan keberadaan manusia sebagai

ciptaanTuhanYangMahaEsa,merupakananugerah-Nyasertawajibdihormatidan

dijunjungtinggiolehnegara,hukum,pemerintah.dansetiaporanguntukmencapai

Kehormatandanperlindungan,harkatdanmartabatmanusia.Olehkarenaitu,Hak

AsasiManusia(HAM)adalahharkatdanmartabatyangdibawasejaklahiroleh

manusiasebagaiciptaanTuhanYangMahaEsa,danmerupakanhakdasaryang

tidakdapatdilanggardandihilangkanolehsiapapun.Berkenaandenganhakasasi

manusia,iniadalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir,dan

dianugerahkanolehTuhanYangMahaEsa,perludipahamibahwahakasasimanusia

initidakberasaldarinegaradanhukum,tetapihanyadariTuhansebagaipencipta

segalasesuatu.Alam semestadanisinya.,sehinggahakasasimanusiatidakdapat

dikurangi(non-derogablerights).tidakdikecualikanseorangpengungsi. 

Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusiayang

mengakuihakuntukpencarisuakasebagaimanadiaturpadapasal28ayat(1)yang

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mencarisuaka untuk memperoleh

perlindunganpolitikdarinegaralain,kecualimerekayangmelakukankejahatannon-

politikatauperbuatanyangbertentangandengantujuandanprinsipPBB.”Dalam

Penjelasan pasaltersebutdikatakan bahwa yang menentukan suatu perbuatan

termasukkejahatanpolitikatauNonpolitikadalahnegarayangmenerimapencari



suakatersebut.

Sebenarnyaundang-undangtersebuttelahmengaturtentanghakhakdasar

manusia sehingga Undang Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang hak asasi

manusia bisamenjadipayung hukum bagipengungsidan pencarisuaka untuk

mendapatkanperlindungankepemerintahIndonesia.Dalam pasal1undang-undang

tersebutdijelaskanyangdimaksuddengan“hakasasimanusiaadalahseperangkat

HakyangmelekatpadaHakikatdankebebasanmanusiasebagaiMakhlukTuhan

yangmahaEsadanmerupakananugerahnya yangwajib,dihormati,dijunjungtinggi

dandilindungiolehnegara,hukum,pemerintahdansetiaporangdemikehormatan

sertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia”sehinggamanusiaharusbebas

dariyangmananamanyapenyiksaan,diskriminasiatauhalhalyangmelanggarserta

menghilangkanKodratdiasebagaimanusia. 

5. AmandemenKeduaUndang-UndangDasar1945.

Adanya amandemen kedua atas Undang-Undang DasarNegara Republik

Indonesia1945tersebutjugadiaturterkaitdenganpencarisuakayangmanahak

pencarisuakamasihtetapdiakuihalinidiaturdalam pasal28G ayat(2)yang

menyatakanbahwa“Setiaporangberhakbebasdaripenyiksaanatauperlakuanyang

merendahkan derajatmartabatmanusia dan berhak memperoleh suaka politik

negaralain”.

6. PeraturanDitjenImigrasiNomorIMI1489.UM.08.05tertanggal17September2010

tentangPenangananImigranIlegal.

Padatahun2010DirekturJenderalImigrasimengeluarkan.Dalam peraturan

tersebut,dinyatakan bahwaseseorang yang memasukiwilayah Indonesiatanpa

dokumendanmencarisuakatidakdapatdideportasi.Haliniterdapatdalam Pasal2

yangmenyatakanbahwa,“ImigranilegalyangsaatdiketahuiberadadiIndonesia,

dikenakantindakankeimigrasian.Dalam halimigranilegalmenyatakankeinginan

untuk mencarisuaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapatdikenakan

pendeportasian,dikoordinasikandenganorganisasiinternasionalyangmenangani

masalahpengungsiatauUNHCRuntukpenentuanstatusnya.”

7. Undang–UndangNomor6Tahun2011tentangKeimigrasian.

Dalam ketentuanini,baikpencarisuakadanpengungsidianggapsebagai

orang asing yang masuk ke Indonesia.Lebih lanjut,dalam Pasal83 ayat(1)

dinyatakanbahwapejabatimigrasiberwenangmenempatkanorangasingdalam

rumahdetensiimigrasiatauruangdetensiimigrasijikaorangasingtersebutberada

diwilayahIndonesiatanpamemilikidokumenperjalananyangsah.

PERTANGGUNGJAWABANNEGARATERHADAPPEMENUHANHAKASASIMANUSIA.

Hukum internasionalmenjadikan negara sebagaisubjek hukum internasional.

Negarabertanggungjawabuntukmelindungihakasasimanusia,terutamabagiwarganya.

Tanggungjawabiniberasaldaristatusnegarasebagaioranginternasionaldansebagai

pihakdalam perjanjianinternasionaltentanghakasasimanusia.(Rahmadani,2019).



Kewajibandasarhakasasimanusiasuatunegaraadalahmenghormatihak-hak

warganegaranya.melaksanakanTerdapatkewajipanuntukmelindungidiridaripadabahaya..

Secara garis besardiartikan sebagaisikap negara untuk tidak melakukan intervensi

(intervensi)kecualisesuaidengan hukum yang berlaku.Pemenuhan kewajiban adalah

kewajiban negara untukmelakukan tindakan legislatif,administratif,dan praktis untuk

mewujudkandanmenjaminperwujudandanpelaksanaanhakasasimanusia.Kewajiban

untukmelindungi.Halinidapatdiartikansebagaikewajibannegarauntukmelindungihak

asasisetiaporangyangberadadalam kekuasaannyadarisegalabentukpelanggaranhak

asasimanusia..Perlindungan hak asasimanusia mencakup perlindungan terhadap

pelanggaran oleh negara itu sendiriatau oleh entitas non-negara.Kewajiban untuk

menghormati,mewujudkandanmelindungihakasasimanusiatidakdapatdiingkarioleh

pihakmanapun,termasuknegara,Sebagaikewajibantanggungjawabpublik,adalahtugas

kitauntukmelindungikepentinganpublik(obligationsergaomnes).

Tanggung jawab inimengandung kewajiban.Secaraumum,negaramemilikikewajiban

untukmenghormati,mewujudkan,danmelindungihakasasimanusiasemuaorangdalam

yurisdiksinya.Jikasuatunegaragagalmemenuhikewajibanhakasasimanusianya,maka

akandianggaptelahmelanggarhakasasimanusia.Selainitu,negaraberkewajibanuntuk

menegakkanhakasasimanusiadengancaralain.Jikasuatunegaramelanggarhakasasi

manusia,makasecarahukum terikatuntukmenegakkanhukum.. 

Muladimenyebutkanlangkah-langkahyangharusdiambilnegarauntukmenegakkanhukum

dan hak asasimanusia.Diantara langkah-langkah tersebut,pertama,negara harus

menerapkanprinsippersamaandidepanhukum;kedua,mencegahsemuaimpunitas;ketiga,

mengakhirikonflikdanmembentukkomisikebenarandanrekonsiliasi;keempat;mengadili

parapelakumelaluipengadilanhakasasimanusia,harusmemastikanstandarlembaga

penegakhukum sesuaidenganketentuaninstrumenhukum internasional,dankelima,selalu

memastikanbahwakejahatantersebuttidakterjadilagi. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas maka bisa dikatakan bahwa Pengungsimemilikihubungan

denganHAM.Pengungsiadalahorang-orangyangterpaksameninggalkanrumahnyakarena

konflikataubencanaalam.ataukelompokorangyangmelakukanperpindahandarinegara

asalnyakenegaralainuntukmencariperlindungan.Pengungsibiasanyameninggalkan

negaraasalmerekauntukmencaritempattinggalbaru.Karenamerekamerasakeselamatan

merekaterancam,orang-oranginiharusmeninggalkannegaraasalmerekadanmencari

perlindungandinegaralain..Dalam halmencariperlindunganiniprosesyangditempuh

seorang pengungsitidaklah mudah dia harus melaluibeberapa tahapan termasuk

mendapatkan statusnya dari pencari suaka menjadi pengungsi,dan juga proses

mendapatkannegaraketiga.Ketikaseorangpengungsisudahmeninggalkannegaranyadan

berada dinegara ketiga atau negara transitbelum tentunya juga negara pihakketiga

tersebutmemberikanaksespekerjaanterhadappengungsi.

Hak-hakseseorangmenjadipengungsisudahdijaminolehHakasasimanusiayangtertuang

dalam beberapaperaturaninternasional,mulaidarikonvensiPengungsi1951danjuga

protokolPengungsi,termasuk hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan,dan mengakses

pekerjaan,dalam hukum nasionalsendirihak-hakinijugatertuangdalam berbagaiperaturan.



Dalam KonvensiPengungsi1951mengenaistatuspengungsidalam pasal17menjamin

kepadapengungsiyangberadadinegarapihakuntukdiperlakukansamasepertihaknya

warganegaradarinegaraasingyangberadadinegaratersebuttermasukjugahakuntuk

mendapatkanpekerjaan.Adainstrumenham yang lainyang memberikanperlindungan

termasuk juga hak untuk mendapatkan pekerjaan kepada para pengungsitermasuk

instrumenham yangsudahdiratifikasiolehNegaraIndonesia. 

Perlindungandanpemberianaksespekerjaandalam perspektifhukum indonesia

memangbelum adasecaraspesifikkarenaindonesiatidakMeratifikasiKonvensi1951

tentang Status Pengungsi,dan Indonesia tidak memilikikebijakan pemulangan paksa

pengungsi.aturan yang khusus yang menjamin kesejahteraan pengungsidiindonesia

termasukpemberianaksespekerjaanterhadappengungsi.Indonesiasudahmenerbitkan

PeraturanPresidenNomor125Tahun2016tentangPerlakuanterhadapPengungsidariLuar

Negeri.Namundalam peraturantersebutbelum diaturterkaitdenganpemberianakses

pekerjaanterhadappengungsisehinggapengungsimasihbelum bisabekerjadiindonesia.

Aturan yang bisa dipakaiuntuk melindungipengungsidiindonesia dalam pemberian

perlindungandanaksesterhadappekerjaanyaitudalam Pasal28Undang-UndangNomor39

Tahun1999tentangHakAsasiManusiabahwasetiaporangberhakmencarisuakauntuk

memperolehperlindunganpolitikdarinegaralain..Meskipuntidakadapasalsecaraspesifik

yang memberikan aksespekerjaan terhadap pengungsinamun tentunya Negara harus

menghormatihak-hakyangadapadadiriseorangpengungsi. 

Negaramemilikitanggungjawabuntukmemastikanbahwahakasasimanusiaditegakkandi

semua bidang kehidupan.inijuga tidak kalah pentingnya.Negara memilikikewajiban

terhadappemenuhanhakasasimanusiatermasukhak-hak pengungsi,karenadalam diri

seorangpengungsijugamelekathakasasimanusiayangperludihormatiolehsetiapnegara

baikitunegarayangmengkonvensi1951tentangstatuspengungsiataunegarayangtidak

mengkonversi. 

Hukum internasionalmengakuinegara sebagaibadan hukum yang memilikihak dan

kewajiban.Negaraadalahentitasutamayangbertanggungjawabuntukmelindungihak

asasimanusia,terutamahakwarganegaranya.Tanggungjawabiniberasaldaristatus

negara sebagaiorang internasionaldan sebagaipihak dalam perjanjian internasional

tentanghakasasimanusia..Makanegaramemilikikewajibanmemenuhihakasasimanusia

dansertamemilikikewajibanmelindungihakasasimanusia.Makadalam hakmanusiaada

hakuntukmengaksespekerjaanmakanegaramemilikikewajibanuntukmemenuhiitubaik

ituterhadapwarganegaranyamaupunterhadappengungsikarenadalam diripengungsijuga

melekathakasasimanusiayangperlunegarahormati.Terhadapkewajibanperlindungan

negarajugaperlumelakukanperlindunganterhadaphakhakpengungsi. 

SARAN.

Negaraindonesiasebagainegarayangtidakikutmeratifikasipengungsi,makamenurut

penulisnegaraindonesiaperluikutmeratifikasiKonvensi1951tentangstatuspengungsi

agarbisaadainstrumenhukum yangjelasmengenaipenangananpengungsidiindonesia

mengingatnegaraindonesiaadalahnegarayangpalingseringdijadikantempattransitoleh

berbagaipengungsimengingatkondisigeografisnyayangsangatstrategis. 
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